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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.02/2019 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, 
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk menyempurnakan pengaturan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan 
proses bisnis verifikasi tagihan pembayaran Subsidi Listrik, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, 
dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah 
diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), Perpres 57 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 174/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 
No. 1502), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dalam rangka pembayaran Subsidi Listrik, Direksi PT PLN (Persero) setiap bulan 
menyampaikan surat permintaan pembayaran Subsidi Listrik kepada KPA dan surat 
permintaan verifikasi data pendukung pembayaran Subsidi Listrik kepada Direktur 
Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 
Permintaan pembayaran dan permintaan verifikasi data pendukung pembayaran 
Subsidi Listrik untuk 1 (satu) bulan dapat disampaikan pada tanggal 1 (satu) bulan 
berikutnya. Permintaan pembayaran dan permintaan verifikasi data pendukung 
pembayaran Subsidi Listrik disertai dengan data pendukung secara lengkap, terdiri atas 
data realisasi penjualan tenaga listrik yang memuat antara lain data realisasi penjualan 
per Golongan Tarif pada saat periode penagihan, data BPP per tegangan di masing-
masing Golongan Tarif pada periode penagihan, dan perhitungan jumlah Subsidi Listrik. 
Hasil verifikasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atas data pendukung pembayaran 
Subsidi Listrik disampaikan kepada KPA. Penyampaian kepada KPA dilaksanakan setiap 
bulan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat permintaan verifikasi diterima oleh 
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Terhadap pembayaran bulanan Subsidi Listrik, PT 
PLN (Persero) dapat mengajukan koreksi setiap akhir triwulan. Dalam hal terdapat 
selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT PLN 
(Persero) dengan hasil pemeriksaan, selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik tersebut 
akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau 
APBN Perubahan. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 
tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban 
Subsidi Listrik, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2021 dan diundangkan 

pada tanggal 7 Desember 2021. 

  - Lampiran: halaman 12-17. 

 


